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qENGKUIII Untuk kelima kalmya Peme-
Provinsi (Pemprov) Bengkulu ber-
hasil mempertahankan opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) sejak

tahun 2017 atas Laporan Keua-

ngan Pemerintah Daerah (LKPD)

‘Tahun Anggaran (TA) 2021. Kendati
di an, Badan Pemeriksa Keuan-
MPK) RI tetap mengingatkan
-agar dl]adikan lnf;rmasi un-

DEWAN PERWAKILAN RARIAL LIS ©
e m* OLEH BPK RI PERWAF
PROVINSH BENGKULU TAY

-

"Kita memberikan opini WTP
LKPD Pemprov Bengkulu TA
021" kata Staf Ahli BPK Bidang
Kemmgan Pemérintah Pusat,
Dﬁ“?ﬂm Ruslandi, SE, M.Com,
AK. CA, CSFA, CFrA, dalam si-
g paripurna pengumuman
D Provinsi Bengkulu dengan
agenda penyampaian Laporan

Hasil Pemeriksaan (LHP BPK RI
~Perwakilan Provinsi Bel u,

Kamis (19/5).

Dijelaskanya, usai dilakukan

enksa,an dan pemberian
i WTP pihaknya tetap meng-
ingat masih banyak terjadi kes-
alahpahaman terkait makna Opini
WTP. Pasalnya, masih ada temuan
permasalahan terkait Sistem pen-
gendalian intern (SPI) dan kepatu-
hanterhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan.
“Pertama pengelolaan kas be-
lum memadai. Permasalahan ini
karena masih terdapat Bendahara

- Pengeluaran yang menyimpan

uang tunai pada brankas dengan
nominal melebihi ketentuan dan

~terdapat 236 rekening pada Bank

Bengkulu yang ridak mémiliki

- dasar hukum,” imbuhnya.

Kemudian untuk poin Kedua,

lanjutnya, pengelolaan persediaan

belum memadal, seperti pada

penatausahaan atas persediaan
rusak atau kadaluarsa. Ketiga,
pelaksanaan belanja barang dan
jasa tidak sesuai ketentuan, yakni
realisasi belanja perjalanan di-
nas, pengelolaan dana BOS, dan
kurang volume pekerjaan. Lalu
keempat pelaksanaan belanja
modal pada beberapa kontrak
tidak sesuai ketentuan.
“Sedangkan pada LHP Kinerja
yakni upaya penanggulangan ke-
miskinan dan pemberdayaan ma-
syarakat miskin belum sepenuh-
nya memadai,” ungkapnya.
Terkait atas temuan ini, ia

‘menekankan bahwa catatan

tersebut wajib ditindaklanjuti
Gubernur dan jajarannya sesuai
rekomendasi atas LHP selambat-
lambatnya 60 hari setelah LHP
diterima. :

“Untuk Pemprov kita minta agar
memprioritaskan dalam menin-
daklanjuti temuan itu. Karena
tindaklanjuti rekomendasi yang
dilakukan masih rendah,” pesan
Beni.

Gubernur Bengkulu, Dr. H. Ro-
hidin Mersyah meminta QOPD agar
menggeber dalam tempo 60 hari
untuk menindaklanjuti catatan
ataupun rekomendasi BPK Rl atas
LKPD dan laporan kinerja. “Sava
minta kepada Pak Sekda agar

segera tindak lanjuti. Terutama

dalam manajemen kas, pengelu-
aran dana bos. Temuan temuan
ini, agar tidak menjadi temuan
baru, managemem aset harus
terpadu agar, “ tegas Rohidin.

Apalagi, ia menilai tindak lanjut
atas rekomendasi BPK ini, dinilai
penting bagi berjalannya pemer-
intah daerah. “Juni paling lambar
diterima, jika terlambat makan
usulan OPD terkait, ya ditolak.
Dengan tindaklanjut itu kita tar-
getkan kedepan bisa semakin
baik” demikian Rohidin.

Disisi lain, Sekda Provinsi Beng-
kulu Hamka Sabri optimistis jika
dari catatan BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021
dapatcﬁaeleaaﬂmsebdumtempo
60 hari tersebut.

Dalmnwahuddtathﬂakltaahn
rapat dengan OPD OPD untuk
tindaklanjut hal ini, “ kata Hamka.

Sementara itu, Ketua DPRD
Provinsi Bengkulu, Thsan Fajri juga
berpesan agar pemda tida cepat
merasa puas atau opunWTPyang
diberikan BPK RIL.

“Kitapun meminta agar temuan
dapat ditindaklanjuti, sebagaima-
na arahan atau rekomendasi dari
BPK RI. Dlsamping itu kita tetap
berharap opini ini kedepannya
kembali dapat dipertahankan,”
pesannya. (war)



